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PUTUSAN 

Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Sry 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Siti binti Nordin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu 

rumah tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Abdurahman 

Wahid RT.001/ RW.006 Dusun Pelita Desa Mekar Sari 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

Uddin bin Topir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, 

tempat kediaman di Jalan KH. Abdurahman Wahid RT.004/ 

RW.002 Dusun Bakti Suci Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai 

Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Penggugat; 

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi 

yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 

November 2019 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Sungai Raya dengan Nomor 639/Pdt.G/2019/PA.Sry tanggal 13 

November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, 

Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0301/077/III/2015 Tanggal 25 

Maret 2015 ;   

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

Orang Tua Penggugat di Dusun Pelita RT.01 RW.06 Desa Mekar Sari 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selama 12 (dua belas) 

bulan.  

3. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;  Baim bin Uddin, lahir di Kubu Raya, 

4 Desember 2015 Sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan 

(hadanah) Penggugat & Tergugat 

4. Bahwa sejak bulan April Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan sering terjadi 

pertengkaran ;   

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : Tergugat 

sering keluar dan pulang sampai larut malam tanpa keperluan yang jelas. 

Tergugat sudah mulai kurang perhatian dan lebih sering nongkrong atau 

berada diluar rumah. Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita lain 

pada bulan Juli 2016 dan pernah mengucapkan kata cerai kepada 

Penggugat  

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 

2016 yang disebabkan Tergugat mengatakan akan kembali kepada mantan 

pacarnya dan pada akhirnya Tergugat menikah dengan wanita lain pada 

bulan Juli 2016 sehingga tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak 

saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami 

istri dan pada bulan Juli Tergugat Manjtuhkan Talaq Melalui Hand Phone 

(HP);   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup 

lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan 

memilih untuk bercerai;   

8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan 

damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat 

namun tidak berhasil  

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;   

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

1) Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Uddin bin Topir) terhadap 

Penggugat (Siti binti Nordin)  

3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil 

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan 

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang 

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di 

persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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1. Bukti Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0301/077/III/2015, tanggal 25 Maret 

2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, 

Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap 

pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu 

diberi tanda (P) ; 

2.  Bukti Saksi 

Saksi 1, Iskandar bin Rebuk , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan 

swasta, bertempat tinggal di Dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah 

lama; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang 

tua Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Pelita RT.01 

RW.06 Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 

selama 12 (dua belas) bulan; 

 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak; 

 Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, 

namun sejak April Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengarnya sendiri ; 

 Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat 

kurang memberi nafkah;  

 Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang Penggugat 

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling 

memperdulikan; 

 Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Saksi 2, Mansyuri, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, 

bertempat tinggal di Dusun Pelita Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah 

lama; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang 

tua Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Pelita RT.01 

RW.06 Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 

selama 12 (dua belas) bulan; 

 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak; 

 Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, 

namun sejak April Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis, antara mereka sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengarnya sendiri ; 

 Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat 

kurang memberi nafkah;  

 Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang Penggugat 

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling 

memperdulikan; 

 Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para 

pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum 

Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat berdasarkan 

Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang diperiksa dan dicocokkan dalam 

persidangan, yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat 

tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang telah memenuhi syarat formil alat 

bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan 

Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No. 22016 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai 

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), 

sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif 

Pengadilan Agama Sungai Raya; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap 

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim 

berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak 

dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

ketidakhadiran Tergugat, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar 

rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang 

pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun 

sejak April Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai 

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncak 

perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 yang mengakibatkan 

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi 

layaknya suami isteri; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat 

tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil 

atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil 

secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim, Tergugat 

tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat 

diperiksa dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal 

tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al 

qur’an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :       

لھ لاحق ظالم فھو یجب فلم المسلمین حـكام من حاكم إلى دعي من  

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap 

dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia 

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya". 

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini 

dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan 
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Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah 

termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja formil tetapi juga kebenaran 

materiil dan sesuai Pasal 283 R.Bg. 

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun 

oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat 

khusus, Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut 

merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat 

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan 

ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi 

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan 

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan 

aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 22016 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan 

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka 

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan 

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2015, 

relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P 

sebagai akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat 

(volledig en bindende bewijskracht) yang telah memenuhi syarat formil dan 

materiil akta otentik (vide pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg)  sehingga bukti 

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti 

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 

25 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan 

hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah 
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menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan saksi-saksi tersebut telah 

memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya 

sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 

dan 175 RBg. Saksi-saksi tersebut dalam keterangannya didasarkan kepada 

penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan 

saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat 

ini yang cenderung tertutup (exclusive), tidak ada orang lain yang mengetahui 

masalah rumah tangga suami isteri kecuali orang-orang terdekat suami isteri 

tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan 

pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat 2 

orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan 

lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut untuk menjadi saksi telah  

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan 

saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta 

relevan  dengan  dalil-dalil  gugatan Penggugat  (vide  pasal  309 R. Bg), dan  

oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di muka persidangan telah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan  

bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 25 

Maret 2015 yang lalu namun sudah dikaruniai keturunan dan sejak April Tahun 

2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar 
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disebabkan  Tergugat jarang memberi nafkah  yang akhirnya sejak Juli 2016 

telah berpisah tempat tinggal; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan 

saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan 

dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah 

dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; 

2. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, namun sejak April Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai 

sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi 

nafkah  yang akhirnya sejak Juli 2016 telah berpisah tempat tinggal; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamiakan namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu 

dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak 

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan 

Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba’da dukhul, menunjukkan pada 

awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 

sejak April Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan 

bertengkar disebabkan  Tergugat jarang memberi nafkah  yang akhirnya sejak 

Juli 2016 telah berpisah tempat tinggal, sehingga tidak dapat terwujud hubungan 

suami isteri yang harmonis; 

Menimbang, bahwa fakta sejak Juli 2016 hingga sekarang Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak 

saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri 

seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan 

hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban 

sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum; 
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Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah 

tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah 

tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan 

tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar 

dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala 

aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan 

melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh 

dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang 

luhur, sehingga perkawinan seperti ini  sangat  sulit untuk  dipertahankan  lagi 

karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu 

tidak akan dapat membawa  mashlahat  atau  kebaikan  akan  tetapi  justeru akan 

mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah 

pihak;  

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata  kondisi kehidupan rumah 

tangga Penggugat  dengan  Tergugat  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai 

sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak 

telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan   

hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak 

memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran 

sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat   sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (Broken Mariage) 

sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat  tidak dapat mewujudkan tujuan 

luhur  perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah 

sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:     
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     ورحمة مودة بینكم وجعل إلیھا لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن أیاتھ ومن

artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim 

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal  

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)   

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam Tahun 1991; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim 

berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan 

hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  maka 

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah  

beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) 

R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat 

dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai,  maka 

petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu 

ba’in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan 

pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup 

beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 
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Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang 

dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan 

kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim 

berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya 

untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan 

Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan 

Penggugat dengan Tergugat, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; 

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan 

dengan perkara ini:  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Uddin bin Topir) terhadap 

Penggugat (Siti binti Nordin);   

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);     
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Demikian diputuskan  Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari 

Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul 

Awwal 1441 Hijriah oleh Nurhasan S.HI., ME sebagai Hakim, putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh 

Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 

 

Panitera Pengganti,  

 

 

 

Hamdani, S.Ag., S.Pd. 

Hakim, 

 

 

 

Nurhasan S.HI., ME 

 

 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran   : Rp.   30.000,00 

-  Proses    : Rp.   50.000,00 

-  Panggilan & PNBP  : Rp. 220.000,00 

-  Redaksi   : Rp.   10.000,00 

-  Meterai   : Rp.     6.000,00 

J u m l a h   : Rp. 316.000,00 

(tiga ratus enam belas ribu rupiah). 
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